Pedoman Wawancara

Apakah menurut anda perubahan PTKP berdampak baik terhadap Wajib Pajak
khususnya dalam hal kepatuhan?

Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak sebelum perubahan PTKP (PTKP
2015)?

Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak setelah perubahan PTKP (PTKP
2016)?

Bagaimana cara pengontrolan fiskus terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak?
Bagaimana penyesuaian penghitungan PPh pasal 21 pada bulan Januari hingga Mei 2016
jika pemberlakuan PTKP terbaru berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2016?
Bagaimana perlakuan pada kelebihan pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak?
Bagaimana penerimaan PPh pasal 21 pada saat PTKP 2015 ?

Bagaimana penerimaan PPh Pasal 21 pada saat PTKP 20167

Apakah dengan naiknya PTKP ini berpengaruh terhadap jumlah SPT yang dilaporkan

oleh Wajib Pajak?
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Nama/NPM . Reta Ardiansari / 13503040111058
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 /PMK.010/2015

TENTANG

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai besarnya penghasilan . tidak kena
pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan
Tidak Kena Pajak;

b. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang
ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan
pokok yang semakin meningkat, perlu melakukan penyesuaian
terhadap ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena
pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap besarnya penghasilan
tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas,
Menteri Keuangan telah mengadakan pertemuan konsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada
tanggal 25 Juni 2015;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

'
—

Mengingat
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

Pasal 1

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai

berikut:

a. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib
Pajak orang pribadji;

b. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak
yang kawin;

c. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk
seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan mengenai tata cara penghitungan
besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang
pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian besarnya penghasilan
tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai
berlaku pada Tahun Pajak 2015.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 jyni 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONEGSIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 966

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

w4
KEPALA BAGIAN T.U-KEMENTERIAN

GIARTO :
NIP 195904201984021001
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 /PMK.010/2016
TENTANG
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak
kena pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

b. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan di
bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga
kebutuhan pokok yang semakin meningkat, perlu
melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai
besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf a; |

c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap besarnya
penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud
dalam huruf b di atas dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan telah
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia pada tanggal 6 April 2016 dan 11
April 2016;

www.jdih.kemenkeu.go.id
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

Pasal 1
Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi
sebagai berikut:
a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk
diri Wajib Pajak orang pribadi;

www.jdih.kemenkeu.go.id IS



_3-

b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah)
tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008;

d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta
anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,

paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan
besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak
orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal

Pajak.

Pasal 3
Ketentuan mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak
kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai

berlaku pada Tahun Pajak 2016.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 950

www.jdih.kemenkeu.go.id
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